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Peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa
melalui perspektif hukum positif, khususnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dan figh siyasah sebagai landasan tata kelola berbasis Islam. Penelitian bertujuan
untuk mengidentifikasi strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi,
mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, serta menganalisis keselarasannya
dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial yang ditekankan
dalam figh siyasah, serta amanat UU Desa untuk mendukung otonomi dan
pembangunan lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kasus di sebuah desa terpilih, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
dengan kepala desa, aparatur, dan pelaku usaha masyarakat, observasi langsung
terhadap kegiatan ekonomi desa, serta analisis dokumen seperti Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan
berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan
modal usaha melalui koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur ekonomi
seperti pasar tradisional dan akses jalan usaha tani. Program-program ini
mencerminkan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 yang mendorong pengelolaan
dana desa untuk kesejahteraan, serta prinsip figh siyasah yang menekankan tata
kelola yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Namun, tantangan seperti
keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas aparatur dalam perencanaan strategis,
dan minimnya sinergi dengan lembaga eksternal menghambat keberlanjutan

program.
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Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah desa
melalui pelatihan tata kelola dan manajemen keuangan, penerapan prinsip figh
siyasah dalam pengambilan kebijakan yang transparan dan akuntabel, serta
pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah,
dan pihak swasta untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif,

berkelanjutan, dan selaras dengan hukum positif serta nilai-nilai syariat.
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ABSTRACT
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Trenggalek Regency) . Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University of
Tulungagung. With the supervisor: Ahmad Yuzki Arifin Nawafi’.M.IP.
Keywords: The Role of Village Government in Developing the
Community Economy from the Perspectives of Positive Law and Figh al-
Siyasah.

The role of village government in improving the economy of village
communities through a positive legal perspective, especially Law No. 6 of 2014
concerning Villages, and figh siyasah as the basis for Islamic-based governance.
The study aims to identify village government strategies in economic
empowerment, evaluate the effectiveness of these policies, and analyze their
alignment with the principles of justice, welfare, and social responsibility
emphasized in figh siyasah, as well as the mandate of the Village Law to support
local autonomy and development. Using a qualitative approach with a case study
method in a selected village, data were collected through in-depth interviews with
village heads, officials, and community business actors, direct observation of
village economic activities, and analysis of documents such as the Village Medium-

Term Development Plan (RPJMDes) and village financial reports.

The results of the study show that the village government has implemented
various empowerment programs, such as entrepreneurship training, provision of
business capital through village cooperatives, and development of economic
infrastructure such as traditional markets and access roads for agricultural
businesses. These programs reflect the implementation of Law No. 6 of 2014 which
encourages the management of village funds for welfare, as well as the principles
of figh siyasah which emphasize governance that is oriented towards the welfare of
the community. However, challenges such as budget constraints, lack of capacity of
the apparatus in strategic planning, and minimal synergy with external institutions

hinder the sustainability of the program.
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This study recommends strengthening the capacity of village governments
through training in financial governance and management, the application of the
principles of figh siyasah in transparent and accountable policy-making, and the
development of partnerships with local governments, Islamic financial institutions,
and the private sector to support inclusive, sustainable economic development that

is in line with positive law and Islamic values.
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